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Abstrak
 

Gugatan perwakilan (kelompok) atau yang dikenal dengan class action merupakan bentuk prosedur

beracara, yang dilakukan dalam perkara perdata, yang memberikan hak prosedural kepada satu orang atau

sejumlah orang, untuk dapat bertindak sebagai penggugat, guna memperjuangkan kepentingannya dan

kepentingan kelompoknya, yang merasa telah dirugikan.

 

Bagi Indonesia kehadiran gugatan class action diatur secara khusus dalam UU No. 23 Tahun 1997 tentang

Lingkungan Hidup, UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan UU No. 18 Tahun 1997

tentang Jasa Konstruksi. Tanggal 26 April 2002 Ketua Mahkamah Agung RI mengeluarkan Peraturan

Mahkamah Agung RI No.l Tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok.

 

Adapun manfaat mengajukan gugatan secara class action adalah :

Pertama, sarana pengadilan dapat dimanfaatkan lebih efektif dan efisien, karena Class Action mengurangi

biaya yang dikeluarkan, yang bila diajukan secara individual menjadi mahal, sebab biaya proses berperkara

menjadi tidak ekonomis (judicial economy), karenanya Class Action memberikan akses yang lebih Iuas

kepada pencari keadilan untuk mengajukan gugatan dengan cara cost efficiency.

Kedua, putusan yang bertentangan atau tidak konsisten mengenai tuntutan sejenis dapat dihindari.

Ketiga, gugatan perwakilan mempermudah penyelesaian tuntutan yang menyangkut ganti kerugian uang,

serta menjamin bahwa tuntutan terhadap tergugat yang kemampuan membayarnya terbatas dapat

diselesaikan dengan adil.

Keempat, Gugatan perwakilan mencegah pengulangan (repetition) gugatan sejenis, apabila gugatan sejenis

tersebut ditangani satu persatu.

Kelima, akses ke pengadilan melalui gugatan perwakilan berpeluang mendorong perubahan sikap

(behaviour modification) dari pihak pelaku perbuatan yang melanggar hukum.
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